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KEMENKEU. Penyediaan. Penghitungan.
Pencairan. Subsidi Beras. Masyarakat
Berpenghasilan Rendah.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 94/PMK.02/2014
TENTANG

TATA CARA PENYEDIAAN, PENGHITUNGAN, PENCAIRAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT

Menimbang

BERPENDAPATAN RENDAH.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan subsidi
beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, telah
dialokasikan dana subsidi beras bagi masyarakat
berpendapatan rendah pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara-Perubahan;

bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun
2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan
Penyaluran Beras Oleh Pemerintah, Perusahaan
Umum (Perum) BULOG diberikan penugasan oleh
Pemerintah untuk melaksanakan penyaluran subsidi
beras bagi masyarakat berpendapatan rendah;

bahwa dalam rangka menyempurnakan ketentuan
mengenai tata cara penyediaan, penghitungan,
pencairan, dan pertanggungjawaban dana subsidi
beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, perlu
mengatur kembali tata cara penyediaan,
penghitungan, pembayaran dan pertanggungjawaban
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Mengingat

subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah
yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 237/PMK.02/2012;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata
Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan, Dan
Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras Bagi
Masyarakat Berpendapatan Rendah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5462);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5178);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara
Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 25);

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 tentang
Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun
Anggaran 2014,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007
tentang Tata Cara Pencairan Dana Atas Beban
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Melalui
Rekening Kas Umum Negara sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
179/PMK.05/2010;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 233/PMK.05/2011,;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/
2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara Atas Beban Bagian
Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara,;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/
2010 tentang Tata Cara Penyimpanan Dan Pencairan
Dana Cadangan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/
2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara;
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16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
241/PMK.05/2012 tentang Sistem Akuntansi Belanja
Subsidi Dan Belanja Lain-Lain;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
247/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Perencanaan,
Penetapan Alokasi Dan Pengesahan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara;

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
171/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan Dan
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA

PENYEDIAAN, PENGHITUNGAN, PENCAIRAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI BERAS BAGI
MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

Perusahaan Umum (Perum) BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara
yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61
Tahun 2003.

Verifikasi adalah kegiatan pengecekan pelaksanaan pekerjaan
penyediaan dan/atau penyaluran beras.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk
melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan
anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA
adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Rekening Dana Cadangan adalah rekening milik Menteri Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara yang digunakan untuk menyimpan
Dana Cadangan.

Harga Pembelian Beras yang selanjutnya disingkat HPB adalah harga
pembelian beras pemerintah kepada Perusahaan Umum (Perum)
BULOG.
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Master Budget adalah kerangka anggaran biaya dan pendapatan
Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangka melaksanakan
penugasan Pemerintah.

Pasal 2

Dalam rangka stabilisasi ekonomi nasional, melindungi tingkat
pendapatan petani, peningkatan ketahanan pangan, dan
pengembangan ekonomi pedesaan, Perusahaan Umum (Perum)
BULOG diberikan penugasan oleh Pemerintah untuk menyediakan
dan menyalurkan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan
rendah.

Dalam rangka pelaksanaan penugasan oleh Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Umum (Perum) BULOG
menyusun Master Budget untuk ditetapkan dalam Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan.

Master Budget sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi antara
lain HPB.

HPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Perusahaan
Umum (Perum) BULOG bersama dengan KPA dan Kementerian
Keuangan, yang didasarkan pada Struktur Biaya Perhitungan HPB
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Biaya yang dapat dimasukkan dalam penghitungan HPB hanya biaya
yang terkait dengan pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berdasarkan praktek-praktek yang sehat, ekonomis,
efisien, dan efektif.

HPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Undang-
Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
dan/atau APBN-Perubahan.

Pasal 3

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan subsidi beras bagi masyarakat
berpendapatan rendah, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran
menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan
Penanggulangan Kemiskinan-Kementerian Sosial selaku KPA.

KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan keputusan
untuk menetapkan:

a. pejabat yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan
dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja negara; dan
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